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A. Kesimpulan
Dari penelitian data secara keseluruhan yang dilakukan oleh penulis yang
berupa implementasi akad jiarah pada produk jasa SKBDN (Surat Kredit
Berdokumen Dalam Negeri) pada Bank Syariah Mandiri Surabaya maka penulis

dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

. Dalam praktek penggunaan akad wakalah bil ujrah pada implementasi
produk jasa SKBDN di BSM tidak sesuai dengan Hukum Islam. Hal ini
tampak pada saat penentuan ujrah. Pihak bank menentukan sepihak kepada
nasabah. Sedangkan salah satu syarat penentuan ujrah harus disepakati oleh

kedua belah pihak.

2. Dalam penentuan ujrah pada produk jasa SKBDN, Bank Syariah Mandiri
Surabaya kurang sesuai dengan hukum Islam. Bank Syariah Mandiri
menggunakan prosentase untuk menentukan fee atau ufrah. Padahal hal itu
jelas bertentangan dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 34/DSN-
MUVIX/2002 Tentang Letter Of Credit (L/C) Impor Syari’ah yang tidak
memperbolehkan menentukan ujrah atau fee menggunakan prosentase. Hal
ini juga diperkuat dengan pendapat wahbah az-zuhaily yang juga melarang

pencntuan ujrah dengan prosentase dan tentang syarat — syarat ujrah. Praktek
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ini jika terus berlangsung akan mengarah pada riba dan sama saja pada

produk bank konvesional.

B. Saran
Dengan melihat pelaksanaan implementasi dari produk jasa Surat

Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) di Bank Syariah mandiri maka akan
dikemukakan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi bahan
pertimbangan untuk langkah-langkah selanjutnya, yaitu:

1. Hendaknya dalam penentuan ujrah pada produk jasa Surat Kredit
Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) Bank Syariah memakai ketentua
yang telah ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional dan berdasarkan syarat
— syarat ujrah yang terdapat pada figih muamalah atau hukum islam.

2. Produk jasa Surat Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) hendaknya
disosialisikan pada masyarakat luas supaya mercka dapat menikmati dan

berperan aktif dalam kancah dunia ekonomi dan bisnis modern.



